Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Pl N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di Jalan Kecamatan Dramaga Kabupaten
Bogor;, sebagai Pemohon;
melawan
Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman Kecamatan Bogor Barat
Kota Bogor;, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25
Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam
register perkara Nomor 606/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 25 Januari 2022,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2011 telah dilangsungkan

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
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rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama
satu atap terakhir di Kabupaten Bogor dan antara Pemohon dan
Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya
suami istri, dan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang
Keturunan yang;
4, Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 pernikahan Pemohon dan
Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh:
4.1. Termohon sudah tidak taat dan patuh atas nasihat
Pemohon dimana jika Pemohon memberikan nasihat kepada
Termohon, Termohon sering membangkang;
4.2. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon orang tua Termohon selalu ikut campur;
4.3. Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang telah
diberikan oleh pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon
dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015 yang disebabkan setiap
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
orang tua Termohon selalu ikut campur, yang pada akhirnya dalam
pertengkaran dan perselisihan tersebut termohon pulang kerumah orang
tua, Sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan
pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana
layaknya suami dan isteri;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon
sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus
karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan
Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon
atas dasar Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon
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selama 3 tahun, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai
talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-
AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan
Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan
Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk
dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar
dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima,
memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari
Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan
talak satu raj'ei terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang
Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang — undangan yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

dan Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat
permohonan  Pemohon dan menurut relaas panggilan  Nomor
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606/Pdt.G/2022/PA.Chn, ternyata dinyatakan alamat Termohon tidak jelas
sehingga Termohon tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka
semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap

telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir di persidangan
berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Termohon tidak jelas
sebagaimana tertulis dalam permohonan sehingga menyebabkan Termohon
tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak diketahui
dengan jelas sedangkan yang membuat permohonan dan yang memberikan
alamat Termohon adalah pihak Pemohon sendiri maka Majelis Hakim
berpendapat alamat Termohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (Obscuur
libel) oleh karena itu harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat
diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 410.000,- ( empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs. H. Amiruddin,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Rahmat Farid, M.H. Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam
Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,-
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- Biaya Proses ‘Rp 50.000,-
- Panggilan 'Rp 290.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 10.000.-
Jumlah :Rp 410.000,-
(empat ratus sepuluh ribu rupiah);
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